





Indonesia dengan mengabaikan nilai kearifan yang sebenamya dapat
meri24i instrumen bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai
amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945. Untuk memenuhi
kepantasan dan keharusan adanya abstraksi, uraian dalam pidatc ini
~ dibingkai dalam sebuah judul "HUKUM PRISMATIK: Kebutuhan
Masyarakat Majemuk ™. :

Para Guru Besar dan Hadirin vang Saya Hormati

Perkenankanlah dalam wuraian pidato pengukuhan ini saya
memaparkau faxta sosial-ekonomi sebagai akibat negatif dari
berlakunya hukum nasional yang modemn. Dalam suatu perjalanan
wisata penelitian atau study tour (Robert Chambers, 1983 14) ke satu
kabupaten yang terletak di bagian kepala burung Papua yang kctika itu
masih bernama Irian Jaya, saya menyimak ungkapan hati pemuda
setempat ketika ditawari makan: "jangankan hanya dibelikan makan,
andaikata semua uai.g bapak-bapak sava ambil, itu belum cukup
untuk mengembalikan tekayaan sumberdaya alam rakyat Papua yang
telah dirampas oleh orang-orang seperti bapak-bapak”.

ngkapan emosional pemuda mewakili bukan hanya kondisi
negatif yang ada di masyarakat lokal Papua namun juga mewakili
aundisi yang sama dari kelompok masyarakat vang ada di Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak periode Orde
Baru sampai Orde Reformasi telah membav.a kemajuzn. Dengan
dutungan hiberalisasi dan kapitalisasi, pembangunan telah ber-
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kouziomerasi kegiatan usaha,
dan. peningkatan pendapatan negara (Umar Juoro, 1995: 10-13)
Dengan tiga capaian tersebut, kemiskinan da4n ketertinggalan ekonomi
Indonesia dapat diakhiri serta ketersediaan lapangan kerja s=bagai
instrumen pemcrataan pendapatan kepada masvarakat aapat dipenuhi
(Saiful Arif, 2000: 221-224).

Kemajuan pembangunan ekonomi dapat dicermati dari semakin
maraknya kegiatan usaha di semua sektor. Sektor properti tel2h
merubah wajah parkotaan dengan hiasan Mall, apartemen, dan
perumahan berskala kota melalui penggusuran kelompok yang dinilai
perusak citra ko modern (Lea Jellinek, 1993. 173-175). Sektor
pertanian sudah melaliirkan Revolusi Hijau. peningkatan produk
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pertanian atas dukungan modal besar, teknologi b
kimia (Kompas, 2008: 42-43). Sektor perkebunan telah menga
[ndonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia melalui :
dukungan tanah seluas 9,7 juta Ha (2009) dan modal berskala besar
(Kompas, 2008: 18). Sektor pertambangan telah mendorong kegiatan
pertambangan besar dan berkontribusi pada APBN 2008 sebesar
Rp258,2 trilyun (Simon Felix Sembiring, 2009: 36-37). Sektor
kehutanan telah berkontribusi sekitar Rp2,1 trilyun pada tahun 2007
dan pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp2,35 trilyun (Tommy
Pardede, 2009: 30). Sektor otomotif telah menambah hiasan kota
dengan hilir mudiknya kendaraan bermotor dari yang paling murzh
sampal yang paling mewabh.

Naraun di balik keberhasilan tersebut, pembangunan ekonomi
iuga telah mendatangkan dampak-sampingai negatif, yartu: Pertaina,
terjadinya kesenjangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-
daya alam. Sekelompok kecil orang menguasai dan memanfaatkan
sumberdaya yang sangat Juas/besar, namun mayoritas warga hanya
menguasai dan memanfaatkan sumberdaya yang relatif terbatas.
Tingkat kesenjangan ditunjukkan oleh Indeks Gini sebesar 0,308 pada
tahun 1999 dan 0,363 pada tahun 2005 (Joyo Winoto, 2007: 5). Di
oidang pertanahan, ada 0,2% dari penduduk Indonesia menguasai
sekitar 56% tanah yang tersedia (Universitas Gadjah Mada, 2008), dan '
99,30% penduduk harus bLeérsaing memperebutkan sisanya. Di bidang
pertanian pada tahun 2003 terdapat 70% rumah tangga petani hanya
menguasai tanah pertanian rata-rata sebesar 0,17 Ha (Zulfadhli-H= < ew
2009). Sebaliknya ada 10% penduduk perdesaan yang menguasai |
55.3% tanah pertanian (Khudori, 2007). Bahkan jika dibandingkan

dengan sektor perkebunan kelapa sawit, seticp ncrusahaan rita-rata
menguasai 7.500 Ha (The Jakarta Post, 2009: 5). .

Data kualitatif adanya kesenjangar khususnya di perkotaan
dapat dicermati dari fakta, yaitu: (1) betapa sulitnya ‘memperoleh |
tanah bagi pembangunan rumah susun milik atau rumah susun sewa i
bagi 1masyarakat berpenghasilan rendah, namun begitu sangat =
mudahnya perolehan tanah untuk membangun rumah mewah atau
menegan (Eko Budihardjo, 2007: 6); (2) sulitnya kaum miskin
perkotaan mendapatkan ruang tempat berusaha bahkan yang sudah
ada mengalami penggusuran (Lucinda, 2010: 4), namun penyediaan
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ruang tanah bagi pasar-pasar modern dan kanter pemerintah dengan
rmdah  dapat disediakan (Kompas, 2008:6). “Pelan tapi pasti
kemudahan itu telah menggusur dan meminggirkan kelompok miskin
perkotaan (Patrick McAuslan, 1986: 16). (3)- sempitnya ruang
pedestarian bagi pejaian kaki atau pesepeda sehingga harus meng-
hadapi resiko tertabrak kendaraan bermotor.

JKedua, realitas kemiskinan masih menjadi problem bangsa
Indonesia. Jika diwkur dengan patokan angka garis kemiskinan yang
digunakan Pemerintah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp211.726,-
perkapita/perbulan, maka pada tahun 2010 masih terdapat 13.33%
atau 31.02 juta orang miskin (Badan Pusat Statistik,.2010). Jumlah
orang miskin akan semakin tinggi lagi jika memasukkan kelompok
orang yang hampir miskin atau menggunakan angka garis kemiskinan
yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebesar T/SS 3 atau
sekitar Rp750.000,- perkapita/perbulan (Kompas, 2011: 15). Di
beberapa daerah angka kemiskinan berada di atas rata-rata angka
kemiskinan nasion»! yaitu mencapai 2-3 kali lipat. Sebagian :besar
orang miskin itu beiada di daerah perdesaan vaitu mencapai 64,23%
pada tahun 2010. Sebagian Jacrah yang menjadi kantong-kantong
kemiskinan tersebut mempunyai sumberdava alam vang relatif missin,
namun sebagian lainnya beiada di wilavah vang mempunyai sumber-
daya alam yang sangat kaya. Kantong kemiskinan yang terdapat di
daerah yang miskin sumberdaya alam masih dapat dipahami meskipun
itu menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab
negara. Sebaliknya. suatu keprihatinan besar dan pertanyaan mendasar
harus dikemukakan terhadap kuntong Y2miskinan yang terdapat di
daerah yang -sangat kaya sumberdaya alam seperti di Papua,
Kalimantan, dan Sumatera termasuk di w.iavah pesisirnya. = .

Ketiga, masih terus berlangsung dan berkembangnya konflik
struktural yang dipicu oleh kebijakan n:zara yang- mendorong
terjadinya kescnjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di daerah yang
sangal kaya sumberdaya alam. Konflik struktral itu-melibatkan
kelompok masyarakat lokal, para pelaku usaha dalam skala:besar. dan
peuserintah atan pemerintah daerah scbagai pembuat. kebyakan.
Jumlah dan .intensitas konflik tcius berlangsung sejalan dengan
rendahnya tinglat harapan masyarakat akan k=mungkinan terjadinya -
perubahan kebijakarn dan peningkaten kesejahteraan. Dalam kondisi
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pendudukan lokasi-lokasi yang menjadi obyek konflik. Namun til
bentuk konflik tersebut tidak mendapatkan respon posmf dari eg’&ra,; ;
konfliknya berubah menjadi tindakan kekerasan seperti yang terjadi di
Pasuruan, Kebumen, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan.
Sulawesi Barat. Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Puncak konflik
berupa tuntutan pemisahan diri atau keluar dari ikatan Negara
Kesatuan Rl seperti yang pernah terjadi di Aceh serta yang sudah dan
terus berl..ngsung di Papua.

Para Guru Besar dan Hadirin yang terhormat

Suatu pertanyaan mendasar adalah apakah fenomena Isersghat"-___ ==
mempunyai Kaitan langsung dengan fungsi hukum? Jawaban dapat
ditelusuri dari 2 (dva) pandangai, yaitu: -
1. Bagi kaum positivistik, dampak sampingan negatif bukan h’dh.,,

substansi hukum namun i.Uik disebabkan oleh penyimpangan
pelaksanaannya. Substansi hukum merupakan hasil karya logum_f o
sempurna dari manusic pembentuknya. Hukum modern dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, yang oleh Max Weber |
(1954: 153-160) disebut Hukum Formal Rasional, mempunyai ciri,
yaitu: (a) sempurna, komprehensif, dan berorientasi pada kepen-
tingan bersama masyarakat. Sempurna dan komprehensif karena
dibangun dengan campuran autara metode induktif yang m‘eﬂek&ﬁ:_ gy
kan pada kebenaran faktuai dengan metode deduktif yang m
: utamakan kebenaran rasional. Orienta.inya pada tercq:u

Slfa{uya pasif (Lili Rasjidi dan Ira Thania RBSJld.I,_. 2'
Hukum sebagai sollen hanya berkekuatan “micngha
icrjadinya perilaku tertentu. ==

Dengan ciri tersebut, substansi hukum tidak mempuny
kekuatan mecmaksa manusia sehingga tidak mungkin berkos

langsung pada terjadinya dampak sampingan negatif. Dainpak
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negatif terjadi karena ketidakprofesionalan dan/atau ketidak-
mandirian pelaksana hukum dari pengarub kekuatan sosial,
ekonomi, dan politik yang membelokkan pelaksanaan hukum pada
kepentingan tertentu yang bukan menjadi tujuan hukum.

2. Para pengkaji hukum kritis memandang bukan hanya penyimpang-
an pelaksanaan hukum, juga substansi hukum sudah berpotensi
ménimbulkan démpak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal
ini disebabkan oleh: Pertama, pembentukan hukum di Indonesia
terbawa arus "modernity trap”. Hukvm harus dibangun dari nilai
sosial modem jika diinginkan menjadi pendorong kemajuan.
Sebaliknya hukum harus “di apih” dari nilai sosial tradisional yang
dinilai sebagai penghambat kemajuan bangsa (David M Trubek,
1972: 5). Modernisasi hikum merupakan syarat jika menginginkan
percepatan pembangunan ekonomi. Dos Santos menyatakan:

“Development means advancement toward certain weli-
defined zeneral objectives which correspond to the specific
condition of man and society found in the advanced societies
of the modern world. Underdevelopment countries will
progress towards this model as soon as they have eliminated
certain social, political. cultural, and institutional obstacles.
Certain economic, political, and psychological processes can
be singled out as allowing the most rational mobilization of
national resources” (dalam Francis G Snyder, 1980: 726).

Kedua, pembentukan hukum di Indonesia didasarkar nada politik
penyederhanaan pemikiran di tengah-tengah keengganan dan
ketidakmampuan peinbentuk hukum manjabarkan keberagaman
nilai sosial dan hukum yane ada dalam masvarakat ke daiam
substansi hukum negara (James C Scotr, 2002: 18-20). Pembentuk
hukum menempatkan diri sebagai aktor vane serba tahu namun
dengan cara “tranplantasi hukum” dari negara maju tanpa uji
kesesuaian. Hnkum negara maju yany modem dipandang bagai
gadis cantik dan Jijadikan selingkuhan untuk mengeiar kemajuan
ekonomi atau demokratisasi politik. Padahal di balik "wajah
cantik” tersimnan semangat manipulatif dan ketidak-adilan yang
berakibz* terjadinya d2mpak negatif di bidang ekonomi, sosial, dan
politik (Gold, David A dkk, 1975: 37). Sehaliknya, hukum adat
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wilayah negara dan semua kelompok masyarakat yang berbeda

budayanya. Unifike~i hukum hanya mengakui hukum negara
sebagai satu-satunya pedoman berperilaxu. Hukum adat tidak
diakui dan tidak boleh digunakan sebagai pedoman berperilaku.
Sahnya perilaku di semua bidang kehidupan diukur dari
kesesuaiannya dengan hukum negara. Perolehan sumberdaya
tertentu dinilai sah jika prosesnya dilakukar menurut ketentuan
hukum negara. Sebaliknya semua perilaku yang didasarkan pada
hukum adat dinilai tidak sah. Semua tindakan perolehan
sumberdaya oleh masyarakat lokal yang semula dinilai sah menurut
hukum adat, menjadi tidak sau jika dinilai menurut hukum negara.
Konsekuensinya, akses niasyarakat lokal terhadap sumberdaya

- yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup menjadi tertutup.
Satu-satunya' cara hagi mereka unuk memperolech sumber '
kehidupan adalah beradaptasi pada hukum negara. Namun proses ’

adaptasi itu tidak mudah karena terkendala oleh perbedaan budaya
hukum antara yang dihayati dengan yai.. ada dalam hukum negara.

D1 sinilah unifikasi hukum telah beri:ontribusi pada terciptanya
Kesenjangan sosial ekonomi antara yang mampu beradaptasi pada
hukum negara dengan yang tidak mampu melepaskan keterikatan-
nya pada hukum adat. Prinsip ini juga berkontribusi pada terj adinya
pemiskinan kelowupok masyarakat lokal karena akses mereka
terhadap sumberdaya menjadi tertutup dan semua tindakan mereka
yang didas2rkan pada hukum adat dinilai salah.

. Hukum modern hasil proses transaksional

Dalam proses transaksional, substansi hukum ditentukan atas
dasar kesepakatan di antara wakil-wakil Kelompok yang terlibat.
Hasilnya dapat berupa pertul:aran kepentingan yanc meluas bagi
semua kelompok atau yang terbatas pada kepentingan kelompok
yang terlibat saja atau dominasi kepentingan oleh satu kelornpok
terhadap lainnya. Hasil yang sesungguhnya ditentukan oleh
konfignrasi politik yang melandasi proses pembentukan hukum
negara tersebut (Mahfua MD, 1998).

Pertukaran kepentingan bagi semua kelompok tercipta jika
pembentukan hukum berlangsuug secara demokratis cengan
melibatkan semua kelompok yang ada. vamun proses demokratis
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otoriter hanya mehbatkan unsur-unsur blrokra31 negara' ﬂaﬂ =
ol menghasilkan substansi hukum yang diwarnai oleh dominasi

~ kepentingan kelompok tertentu. Proses yang oligarkis hanya
melibatkan elit-elit politik dan menghasilkan pertukaran
kepentingan di antara para elit politik.

Konsekuensinya, hukum selama ini masih cenderung
menguntungkan negara sendiri dan kelompok kontributif terhadap
kepentingan negara seperti pelaku usaha berskala besar. Sebalik-
nya. kelompok non kontributif seperti masyarakat lokal di wilayah
yang kaya sumberdaya alamnya, para buruh, dan pedagang kecil
atau bahkan dinilai menjadi kendala bagi kepentingan negara
cenderung terabaikan atau termarjinalkan. -

Dalam konteks inilah, wajah hukum di Indonesia masih
menyerupal dua wajah Dewa Jarus! yaitu di satu sisi menampa—k-
kan wajahnya yang ramah kepada negara atau elit politik dan
kelompok vang terafiliasi pada keduanya, .amun wajah hukum
vang lain sangat tidak ramah terutama kepada kelompok yang tidak
kontributif. Dalam kaitan ini, pemyataa. Oliver Wendell Holmes,
Jr (A Javier Trevino, 2008: 60) seorang Hakim Agung Amerika
Serikat satu abad yang lalu masih relevan dikemukakan bahwa *'the
true source of law is the will of the de facto supreme power of the
communitv”. Siapa pemilik "de facto supreme power of the
community”, yaitu kelompok yang mampu mernﬁpr]uangkan
keinginan dan kepentingannya menjadi subs.tansn UuU.
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. Hukum modern mengandung nilai universalistik : : 5

Nilai universalistin menekankan pada pemberlakuan pm o

vang umi, yaitu persamaan setiap orang di hadapan hukum
dengan asumsi setian orang dilahirkan dengan kemampuun yang

sama. Yukum modern dituntut mengabaikan perbedaan dan kondisi
hausus dalam kehidupan. Dengan prinsip dan asumsi demikian,

Dewa Janus adalah salah satu Dewa pada zaman Y unani Kuno yang mempunyai
2 (dua) wajah yaitu yang satu selalu tersenyum-ramah dan yang laiiinya seram-
d menakutkan.



hukum harus menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang
sama, memberikan akses, hak, dan kewajiban yang sama kepada
setiap orang, serta beban persyaratan dan prosedur yang sama
" untuk memperoleh akses dan hak-haknya.

Jika prinsip persamaan diterapkan di masyarakat dengan
kemampuan bersaing yang relatif seimbang, maka hukum
cenderung berdampak positif bagi semua kelompok. Namun
sebaliknya jika prinsip persamaen diterapka1l di masyarakat
majemuk seperti di Indonesia dengan kemampuan bersaing yang
berbeda, maka dampaknya akan berbeda terhadap setiap keiompok.
Bagi kelompok yang mempunyai kemampuan bersaing yang kuat
akan berdampak positif, namun bagi kelompok dengan kemampuan
bersaing yang lemah cenderung menerima dam :ak yang negatif
yaitu tertutupnya akses dan semakin terpingg..kan.

Di siniiah letak kontribusi prinsip persamaan setiap orang d
hadapan hukum terhadap terciptanya kesenjangan sosial ekonomi
dan kemiskinan dengan memberika. pembenaran bahwa yang kuat
memperoleh akses dan hak yang lebih banvak dibandingkan yang
lemah. Memandang dirinya dalam kemiskinan dan negara tidak
hadir untuk mengentaskan dari kemiskinan (Media Indonesia,
2011: 1), muncullah kecemburuan sosial vang mendorong sikap
berkonflik dengan negara dan kelompok vang kuat secara sosial
eckonomi. Hal ini menuninkkan bangs. ini hanya mampu
melakukan transplantasi prinsip persamaan di hadapan hukum
namun tidak mampu menzantisipasi akibat negatifnya seperti yang
pernah dilakukan oleh negara Eropa dengan mengadopsi kebijakai
afirmatif untuk imengatasi dampak negarif (Organslz, 1969: 223
dan 226).

Para Guru Besar dan Hadirin yang Mulia

Jika hukum Indonesia diinginkan tudak menjac: instrumen
pendorong terjadinya kemiskinan, penutupan akses bagi kelcmuok
yang lemah, kesenjaizan penguasaan suberdava vang tersedia, dan
konflik struktural, perubahan politik pembangunan hukum tampaknyu
menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada kemajemukan
masyarakat Indonesia. Masyaratat majemuk ditandai, di antaranya,
adalah: Pertama, adanya kelompok-kelompok vang beibeda dengan
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nilai sosial yanﬂ' be; Deﬁa yaitu tra nod
keduanrya sebagai pedoman berperilaku; Kedua, a"_

beradaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dicita-
citakan bersama; Ketiga, adanya perbedaan orientasi kepentingan di
antara kelompok-kelompok yang berbeda yaitu antara individual dan
kolektivitas dengan konsekuensi yang berbeda terhadap perebutan
akses dan sumberdaya. |

Mendasarkan pada realitas kemajemukan Indonesia, politik
pembangunan hukum harus didasarkan pada perpaduan antara prinsip-
prinsip yang bersumber dari nilai sosial modern den tradisional atau
kearifan lokal secara selektif. Hukum berkarakter demikian, dengan
meminjam istilah dari Riggs (1964:-176 dan 182) diberi label sebagai
"Hukum Prismatik”.

Dasar pemikiran pengembangan hukum prismatik dirujuk paca
konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan
Philip Selznick (1978: 20, 24, dan 26) serta konsep hukum substantif
dan hukum reflektif yang dikemukakan oleh Gunther Teubner (1983:
249). Mereka menilai perkembangan hukum tidaklah bersifat linier
dari vang tradisional-represif ke arah yang modem-otonom karena
hukum modern yang otonom tetap memberi tempat kepada nilas
kearitan dan toleransi dari hukum tradisional agar hukum tetap -
berfungsi secara efektif mewujudnan keadilan bag: semua kelompok.
Penggunaan nilai kearifan dan toleransi itulah yang kemudian
dikonsepkan dengan hukum responsif atau hukum substantif dan
hukum reflektit.

Dasar rujukan khusus dikemukakan oleh Aunkie MivI Hoogveit
(1¥85: 194-226) yang mengajukan 2 (dua) konsep sebagai karakter

perilaku- prismatik, yaitu polynormatif dan polyfungsional. K;@:ff;_j"_.%-__-:';‘_?'
polynormatif menunjuk pada penggunaan secara selektif antara
pedoman berperilaku yang sifatnya umum seperti prinsin persamaan

di hadapan hukum untuk mendorong kemajuan dengan yang sifatnya
khusus seperti prinsip pemberian pcrlakuan khusus untuk memberikan
perhatian dan memberdayakan kelompok yang lemah. Konsep
polyfungsional menunjuk paaa fungsi hukum untuk memaaukan
antara fungs) pemberian perlakuan yang sama bagi semua orang
dengan fungsi memberikan perlakuan khusus bagi orang tertentu.

tingkat kemampuan dari kelompok-kelompok yang bcrbcda TR = e
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Dalam konteks konstitusi, rujukan hukum prismatik adalah
UUD Negara RI 1945 terutama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat
(2) yang mengakomodasi penggunaan nilai kearifan dalam hukum
adat sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Semangat
Konstitusi ini secara konsisten dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun
1960 atau UUPA, yang melalui Pasal 1 sampai Pasal 15 mendorong
agar hukum sumberdaya agraria dibangun atas dasar perpaduan antara
nilai %osial modern seperti individualistis, 'niversalistis, dan
pencapaian prestasi Hengan nilai sosial tradisional seperti kolektivitas,
partikularistik, dan kondisi khusus setiap kelompok masyarakat.
(Nurhasan Ismail, 2007: 98-99).

Dengan perpaduan antara prinsip-prinsip ya.ug diangkat secaia
selektif dari mlai sosial modern dan kearifan loka® hukum prismatik
dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan 2 (dua)
kelompok kepcutingan yang berbeda, vaitu : Pertama, hukum harus
dijabarkan dari nilai-nilai sosial yang berbeda agar di satu pihak
mendorong pada kemajuan namun di pihak lain tidak membiarkan
terdapat kelompok yang tertinggal. Kedua. hukum mendorong
kelompok yang kuat mciakukan kegiatan atas dasar persaingan.
namun hukum harus mendorong Negara memberikan perhatian
terhadap kelompok yang lemah untuk mencegah terjadinva
kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tinggi.

Untuk mewujudkan 2 (dna) kepentingz.) vang berbeda, hukum
prismatik harus membangun nounanya atas dasar prinsip-prinsip,
yaitu:

1. Prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan

Keberagaman merupakan karakter hukum adat dalam
masyarakat tradisional. Masing-masing masyvarakat mempunyai
hukum adat yang lahir dan berkembang atas dasar pengalaman
beradaptasi terhadap lingkungan alarn dan sosialnva. Sebaliknva,
kesatuan auku.) merupakan karakter dari hukum modem terutama
pasca kelahiran negara kebangsaan. Uniua menjamin keberlang-
sungan dan keutuhan ikatan negara-kebangsaan dibutuhkan
instrumen hukum perundang-undangan vang berlaku sama bagi
semua wilavah dan kelompok masyarakat dengan dilekati fungsi
kontrol juga fungsi rekayasa sosial.




hukum adat yang plural di samping hukum perundang-undangan.

Hukum adat yang plural dibutuhkan peranannya karena telah
terbukti berfungsi menjamin keseimbangan hubungan antar sesama
manusia dan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Hukum
perundang-undangan dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya
keutuhan negara-kehangsaan Indonesia.

Prinsip “keberagaman hukum dalam kesatuan” merupakan
perpaduan dan sinerjitas prinsip dan nilai kearifan lokal dengan
prinsip dan nilai sosial modern. Pemaduan antara keduanya
dilakukan secara selektif untuk menjainin kepentingan baik
masyarakat lokal maupun negara-kebangsaan serta mel}‘@egah
terciptanya norma hukum vang saling menafikan dan kontra-

produktif terhadap kepentingan bersama. Melalui pemaduan secara
selektif, norma hukum yang terbentuk c:an berfungsi mstmmeﬂ_' =

bagi:
a. upaya menjamin keberlangsungan !zesejahteraan warga
s keselmbangan hubungan manusia dengan alanr ¢

berfungsi sebaga1 unsur pcndulcnmg, bagi p'i'__
kebangsaan dan eksistensi negara. Masyarakat
akan menilai ikatan kebangsaan mempnunyai fia
kepentingan niereka. =
b. upaya mendekatkan hukum perundang-und:
kepentinga., masyarakat lokal melalui desent i
an kepada daerah atau desa termasuk masya - hukur
" Decentralisasi yang sesungguhnya bermakna bukar
pelimpahan lzwenangan, namun sebagai pms&&
«xomodasi nilai kearifan lokal ke dalam lLiukun
undangan untuk melindungi kepentingan mereka.
¢. pengurangan beban tanggung jawab ‘hukum pen
undangan yang belakangan tampak sudah berlebih-

Hukum perundang-undangan berada dalam tekanan tmttﬁ'




mengatur  semua  sektor tanpa memberikan peluang bagi
berlakunya hukum adat justru telah menimbulkan dampak
negatif yang sangat merisaukan bagi keberlangsungan ikatan
kebangsaan. Oleh karenanya, negara melalui hukum perundang-
undangan harus memberikan jalan bagi pemberlakuan hukum
adat dan kearifan lokal namun tetap dalam ikatan kesatuan
negara kebangsaan. -

2 Priﬁ's'ip persamaan di hadapan hukum atas dasar ketidaksamaan

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu
karakter hukum modemn yang terjabarkan dari nilai individualitas.
Nilai ini menempatkan setiap orang dalam kedudukan dan
mengasumsikan adanya kemampuan dan akses yang sama. Prinsip
persamaan telah membe:i legitimasi bagi persaingan antar-indivicu
dalam mewujudkan hak-haknya dan mengejar maksimalisasi
kepentingan diri. Tanpa ada batasan yang tegas, persaingan dan
maksimalisasi kepentingan dapat mengarah pada kerakusan taupa
peduli pada kepentingzan individu yang lain.

Sebaliknya, prinsip ketidaksamaan merupakan karakter
hukum yang terjabarkan dari nilai kolektivitas. Nilai in
memandang adanya ketidaksamaan kemampuan dan akses dari
setiap orang atau kelompok. Oleh karenanva. setiap orang atau
anggota xelompok dituntut untuk mengembangkan sikap dan
perilaku bertoleransi, mengayomi, melindungi. menolone, dan
berempati teruadap yang lainnya. Individu vang mampu atau kuat
secara sosial ekonomi harus bersikap dan berperiiaku demikian
kepada yang lemah. Negara melalui alat perlengkapan harus
memberikan perhatian dan perlakuar  Ghusus kepada warga
masyarakat yang lemah secara sosial ekonomi. '

Prinsip “persamaan di hadapan hukum atas dasar ketidak-
samaan” merupakan perpaduan 2 (dua) prinsip vang bersumber dari
nilai sosial modern dan tradisional. Meialul perpaduan kedua
prinsip tersebut dapat dikembangkan norms hukum perundang-
undaugan yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk:

a. mendorong persaingan sehat antar individu yang secara sosial
ekonomi kuat namun sekaligus menuntut pemberian nerhatian

“khusus bagi individu yang sosial ekonominva lemah.



-----
e ke G NN

dxcegah sxkap rakus dengan i numbfuhkam angk&n sikapdan =~

perilaku tolerans, peduli dan empati pada kepentingan orang' e

lain khususnya kelompok masyarakat yang lemah.

b. membangun kemitraan antaia kelompok masyarakat yang kuat
dengan kelompok masyarakat yang masih lemah secara sosial
ekonomi. Kemitraan menempatkan para mitra dalam

: kedudukan yang sejajar namun disadari adanya perbedaan

kemampuan dan akses. Oleh karenanya, dalam hubungan
kemitraan harus dikembangkan sikap dan perilaku tolerans,
mengayomi, dan :nemberdayakan yang lemah. Negara melalui
hukum mendorong terbentuknya hubungan kemitraan yang
saling menguntungkan secara proporsional den mencegah
terjadinya hubungan yang eksploitatif dalam wadah kemi}raan.

3. Prinsip pengutamaan keadilam dan kemanfaatan atas kepastian
hukum

Keadilan, kemanfaatan. dan kepasuan hukum merupakan
nilai dasar norma hukum. Ketiganva harus ada jika norma hendak
dinyatakan sebagai norma hukum dan diinginkan menjadi
instrumei, yang efektif unfuk mewujudkan kepentingan bersama
dari bangsa dan negara Indonesia. Namun dcmikian, antara
keadilan dan kemanfaatan di satu sisi dengan kepastiar hukum d:
sisi lain mengandung potensi pertentangan karena perbedaan
hakekat dan sumber pijakan antara keduanya.

. Keadilan dan kemanfaatan mengandung hakekat kﬂlawemzz A
karena bercumber pada dunia pengalaman masm’:;:'.” : '.
kelompok masyarakat atau bangsa dalam lintasan waktu yaﬁg
kemudian terlembaga menjadi budaya hukum. Dunia pcugalaman: £ *‘ﬂ
mengajarkan tentang ukuran pantas, adil dan manfaat atau tidakn) a =
suatu perilaku atau putusan atau satu hukum. Kepantasan perilaku
menjadi ukuran bagi terciptanya keadilan. Suatu perilaku
dinyatakan adii iika oleh -varga masyarakat dinilai memenuhi
uxuran kepantasan dan begitu juga sebaliknya. Suatu perilaku
dinvatakan bermanfaat, jina dapat memenuhi prioritas kcbutuhan
hidup mayoritas warga masyarakat.

*—-—.-___
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Para Guru Besarr dan Hadirin vang sava Hormati

Keberhasilan yang saya capai dalam mengarungi kehidupan
khususnya di bidang pendidikan tidaklah mungkin tanpa kontribusi
darl berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat bahagia
ii, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:

*Pertama, Kedua orang tua saya yaitu Almarhum Ismail dan
Almarhumah Nawarah yang telah mengantarkan keberadaan saya
defam kehidupan. Almarhum menanamkan cita-cita mengantarkan
anak laki-lakinya menjadi seorang guru agama, namun hanya r-ampu
mengantarkan sampai saya memasuki tahun kedua SLTA. Cita-cita itu
ke nudian diambil-alih oleh Almarhumah. yang dalam kebuta-hurufan
namun dengan kesucian hati seorarg ibu yang amat-sangat bersih
mampu menganiurkan saya dan adik saya mencapai pendidikan tinggi.
Ketika saya mohon do’a restv untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang S3, ucapan Almarhumah: “cong sekolah mek tak reh-mareh,
sekolah apa bae (nak sekolah kok tidak selesai-selesai, sekolah apa
saja)”. Sakalangkong Pa’-Bu’, saya belum mampu dan tidak aka:
pernah mampu membalas kebaikan yang sava rerima. kecuali sekedar
panjatan kidung do’a sebagai kewajiban anak kepada orang tua.

Kedua, ucapan terima kasith disampaikan ‘uea kepada orang-
orang yang berperanan scbagai the visible han.s of The Invisibie Hand
dalam perjalanan pendidikan saya, yaitu: (1) Bapak Ahmadi, guru di
Sekolah Dasar; (2) Bapak Almarhum Jazan. 8.A.. guru di Pendidikan
Guru Agama Negeri Pamekasan Madura: (3) Bapak Syafii, S.H., guru
ai Perdidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta: (4) Bapak Alinarhum
Drs. Achid Masduki, Kepala Pendidikan Hakim Islam Negeri; (5)
Bapak Almarhum ilerry Iswanto, S ™., S.U.. Bapak >uyitno, S.H.,
M.S., dan Bapak Wahyu Widodo, SH.. MS vang telah beisedia
menjadi pembimbing dan teman berdisku:: di akhir vendidikan S1; (6)
Prof. Dr. Nasikun dan Drs. Rahardjo, M.A. sebagai pembimbing S2 di
Program Studi Sosiologi Universitas Gadjak Mada; (7) Prof. Dr.
Maria SW Sumardjono. 3.H., M.C.L. MPA.. vyang mendorong
pendidikan S2 dan S3 dan menjadi tema.. berdiskusi; (8) Mrof. Dr.
Mahfud M.D., S.H., S.U., sebagai pembimbing S3: (9) Prof. Dr.

Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai saudara tua telah mengajarkan
cara bekerja dan belajar.
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